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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN
KIOS ATAU TOKO DI PASAR PUSAT PASAR MEDAN

(Penelitian Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota Medan)
OLEH :
DESI SIRAIT
158400006
BIDANG HUKUM PERDATA

Tanggung jawab hukum penyewa terhadap kerusakan kios atau toko
yang disewakan pedagang pasar pusat pasar Medan mengacu pada suatu
perjanjian antar pihak. Namun dalam hal ini, apabila terjadi kerusakan yang
diakibatkan oleh bencana alam akan ditanggung oleh Perusahaan Daerah Pasar,
sedangkan bila kerusakan diakibbatkan oleh penyewa, penyewa berkewajiban
melakukan perbaikan terhadap kios atau toko yang rusak. Berdasarkan hal
tersebut rumusan yang dilakukan peneliti yaitu bagaimana atura hukum terhadap
tanggung jawab sewa menyewa kios atau toko di Pasar Pusat Pasar Kota Medan
oleh Perusahaan Daerah Pasar, bagaimana pertanggung jawaban terhadap
kerusakan pada kios atau toko Perusahaan Daerah terhadap pedagang Pusat Pasar.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yaitu yuridis
empiris dengan analisi data deskriptif kualitatif serta studi kepustakaan (Library
Research) tentang perjanjian sewa menyewa dan penelitian lapangan (Field
Research) yaitu wawancara terkait perjanjian sewa menyewa. Sedangkan hasil
penelitian dari pembahasan sebagai berikut aturan hukum mengenai tanggung
jawab sewa menyewa yaitu tidak dapat menambah atap tanpa izin, meninggalkan
jualan dijalan umum yang tidak khusus untuk itu, menjual barang-barang yang
tidak sesuai dengan stand atau kios yang disewa. Kerusakan pada Pasar maka
akan dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Daerah tetapi jika kerusakan itu terjadi
dikarenakan akibat bencana yang terjadi dan tidak membayar kontribusi serta
disediakan tempat penampungan untuk berjualan sementara, jika kerusakan
dilakukan oleh penyewa maka penyewa berkewajiban memperbaiki kios atau
stand yang disewanya.

Kata Kunci : Perusahaan Daerah Pasar, Tanggung Jawab Hukum, Sewa
Menyewa.
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ABSTRACT

RESPONSIBILITIES OF THE LEGAL LAW AGAINST KIOS OR
RENT IN MEDAN MARKET CENTER

(RESEARCH COMPANY REGIONAL MARKET CENTER MARKET MEDAN CITY)
BY:
DESI SIRAIT
158400006
FIELD OF CIVIL LAW

The legal responsibility of the tenant to damage the kiosk or shop that is
leased by the market trader in the Medan market center refers to an agreement
between the parties. But in this case, if there is damage caused by a natural
disaster, it will be borne by the Regional Market Company, whereas if the damage
is caused by the tenant, the tenant is obliged to make repairs to the damaged kiosk
or shop. Based on this, the formulation carried out by the researcher is how the
legal structure of the responsibility of renting a kiosk or shop in the Medan
Central Market Market by the Regional Market Company, how is the
responsibility for damage to the kiosks or stores of the Regional Company to the
Central Market traders.

The research method used is a research that is empirical juridical analysis with
qualitative descriptive data and library research (Library Research) about
leasing agreements and field research, namely interviews related to leasing
agreements. While the results of the study from the following discussion are the
legal rules regarding leasing responsibilities, which are not able to add a roof
without permission, leaving the sale on a public road that is not specifically for
that, selling goods that are not in accordance with a rented stand or kiosk.
Damage to the Market will be repaired by the Regional Company but if the
damage occurs due to the disaster and does not pay contributions and provided a
shelter for temporary selling, if the damage is done by the tenant then the tenant is
obliged to repair the rented kiosk or stand.

Keywords: Regional Market Companies, Legal Responsibility, Rent Rent
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia-Belanda,
seperti firma, CV (Commanditarie Vennootschap), dan perseroan, dimana dalam

praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan.

Dalam pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan pengertian. “ Usaha adalah
setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian
yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan

dan/atau laba.'

Menurut Rachmadi Usman, dengan mengacu pada pengertianperusahaan
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang meliputi bentuk usaha
(company)dan sekaligus jenis usaha (business). Jadi, perusahaan adalah badan
usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri,
dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmatig),
terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

laba (wints oogmerk).”

Salah satu jenis perusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan

pemerintah daerah untuk membentuk dan mengelola BUMD diatur dalam Pasal

'Salim,Abdul.R, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,Jakarta
Prenamedia Group, hal. 81
* Ibid,hal. 83
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16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang dinyatakan bahwa “Bidang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh daerah
Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industry, penanaman
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Sebagai tindak
lanjut dari ketentuan diatas, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom.Ketentuan tersebut menentukan bahwa tujuan dibentuknya
BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui
pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaran kemanfaatan umum dan
peningkatan penghasilan pemerintahan daerah.Berdasarakan tujuan tersebut
BUMD diharapkan mampu tampil profesional dengan menghasilkan keuntungan
bagi perusahaan dan daerahnya tanpa mengabaikan kewajiban melayani
masyarakat.(pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik (good corporate governance).?

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha
Milik Daerah BUMD yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar Kotamadya
Tk.II Medanyang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Nomor. 188784SK
1993. Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15
Tahun 1992 Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan,
kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun 2001

tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kemudian diubah

*Gayo, Ahyar Ari, 2013, Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang baik,Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl hal. 1-2
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sesuai Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan

Daerah Pasar Kota Medan.

Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan
Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari
kepada Peraturan DaerahNomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas,
Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota
Medan Nomor 188.342SK1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05
tahun 1997 jo, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 2004 tentang

Susunan Organisasi dan Tata KerjaPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Sedangkan landasan operasional didasari kepada Peraturan Daerah No.
31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan dan Surat Walikota Medan
Nomor 188.342834SK1994 tentang Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan
Surat keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No0.9741332PDPKM20043
tanggal 05 Maret 2003 tentang Klasifikasi dan Besarnya tarif kontribusi pada
pasar-pasar di wilayah tingkat II Medan yang di sahkan Badan Pengawas PD.
Pasar Kota Medan dengan Surat keputusan Badan Pengawas PD. Pasar Kota
Medan No. 3604BPPD20003 tanggal 13 Maret 2003.Badan Usaha Milik Negara
BUMD sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung

yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. *

* http ://pemkomedan.go.id/hal-perusahaan-daerah-pasar.com diakses pada tanggal 15
November 2018, pukul 15.30 Wib
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BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan salah satu pelaku
kegiatan ekonomi dalam perekonomian daerahdi samping usaha swasta dan
koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian
daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ikut berperan menghasilkan barang
danatau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dirasakan
semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang

belum diminati usaha swasta.

BUMD (Badan Usaha Milik Negara) juga mempunyai peran strategis
sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta
besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil koperasi. BUMD (Badan
Usaha Milik Daerah) juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.
Maksud dan tujuan pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ditegaskan

dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Dengan tujuan ini BUMD
diharapkandapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

dan membantupenerimaan keuangan negara.

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danatau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang

banyak;Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan
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Usaha MilikDaerah, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat.

3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
olehsektor wisata dan koperasi; Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan
usaha untuk menyediakan barang danatau jasa yang dibutuhkan oleh
masyarakat, namunkegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan
koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas
tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik

Daerah.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan
umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan

ekonomi lemah.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua
perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya
untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan,
perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah PERDA atas kuasa
Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang
kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA
yangbersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-

Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang
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bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk
pendapatan.Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional
umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan
rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta
ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan

makmur.

Sejak dibentuknya PD. Pasar Kota Medan, Modal yang berasal dari
Pemerintah Kota Medan memang telah dipisahkan dari total kekayaan milik
Pemerintah Daerah itu sendiri (Pasal 8 ayat 2 Perda Kota Medan No 10 Tahun
2014). Lebih jauh lagi, dalam penjelasan UU Perusahaan Daerah (yang menjadi
acuan setiap PD) pada penjelasan Pasal 2 menyatakan “Kekayaan Daerah yang
dipisahkan berarti Kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang
dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan
untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan tersendiri”. Hal ini menyatakan
bahwa pengelolaan keuangan PD Pasar Kota Medan dilakukan terpisah dan tidak

dicampurkan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Medan.’

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki visi menyediakan pasar
tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan
serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap,segar, murah dan
bersaing. Adapun Misi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah menjadikan
pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak

perekonomian daerah provinsi Sumatera Utara.

> Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika , hlm. 74
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Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai badan hukum yang
melakukan kegiatan usaha, tentu memiliki maksud dan tujuan sendiri, yang tertera
dalam Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014. Dalam menjalankan kepengurusannya
untuk mencapai tujuan tersebut, maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan
melakukan hubungan hukumnya sendiri kepada pihak ketiga, bukan sebagai perantara
antara Pemerintah Kota Medan dengan pihak ketiga. Sebagai badan hukum,
Perusahaan Daerah Pasar kota medan adalah unit hukum (legal unit) dengan
kewenangan dan kapasitas yang terpisah dengan Pemerintah Kota Medan untuk
mengelola keuangan, membuat kontrak, menggugat atau digugat, melanjutkan hidup
dan eksistensi meskipun Kepala Daerah sudah berganti bahkan saat direksi
Perusahaan Daerah Pasar diberhentikan atau diganti, karena harta kekayaan, hak dan
,kepentingan serta tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar terpisah dari Pemerintah
Kota Medan. Dengan kata lain Pemerintah Kota Medan mempunyai imunitas
(immunity) dari kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Kota
Medan, karena antara mereka terdapat perbedaan (distinction) dan pemisahan

(separation) personalitas hukum (legal personality).®

Sebagai Penyedia sarana Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki
tanggung jawab yang besar memberikan media untuk bertemunya pedagang dan
pembeli pada pasar yang dikelola. Penyediaan sarana distribusi juga merupakan
hal mendasar bagi pasar sebagai pihak penyedia sarana. Pengelolaan yang baik
tentunya akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melakukan transaksi

yang jika dilakukan secara terus menerus akan meningkatkan pertumbuhan

® Ibid,HIm 75
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ekonomi, sesuai dengan pendapat David Ricardo yang menyatakan “trade is a

stimulus to growth”.”

Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota
Medan inilah yang dilaksanakan untuk meningkatkan performa pasar-pasar yang
ada di Kota Medan yang selanjutnya menjadi motivasi meningkatnya pertukaran
uang yang terjadi dalam pasar. Kemudian fasilitas lain yang dimaksud ini
termasuk tersedianya lapangan parkir yang memadai. Kata memadai disini
mencakup luasnya lahan parkir, juru parkir yang baik, kenyamanan lahan parkir
(tanahnya kering dan tidak berlubang, bahkan telah diaspal), keamanan parkir
juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya tersedianya toilet dalam
pasar juga merupakan hal mendasar bagi pengunjung pasar maupun pedagang
untuk bertransaksi disana. Namun, tidak cukup hanya dengan tersedianya toilet
saja. Toilet yang dimaksud harus terjaga kebersihannya dan kenyamanannya.
Faktor tarif juga merupakan hal yang kalah pentingnya untuk dijaga dan jangan
sampai merugikan pengunjung baik tarif parkir maupun tarif toilet. Hal yang juga
perlu diperhatikan adalah keamanan dari premanisme dan pungutan liar terhadap

penjual/pengguna lapak.

Namun, usaha untuk melindungi hak-hak pedagang pasar serta tanggung
jawab perusahaan daerah pasar terhadap pedagang pasar Pusat Pasar Kota Medan
tidak cukup hanya penggusuran pedagang liar serta pemungutan liar yang ada
disekitar Pusat Pasar Kota Medan. Hal ini merupakan salah yang menjadi
perhatian untuk perlindungan hukum kepada pedagang Pusat Pasar Kota Medan

dalam memperjuangkan hak apabila sewaktu-waktu pihak pasar melakukan

7 Wasis, 1997, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Bandung: Alumni , Hlm 4-5.
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penertiban dengan cara penggusuran, serta apabila terjadi kerusakan terhadap kios

atau toko pedagang.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan
skripsi dengan judul ‘‘Tangggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap
Kerusakan Kios Atau Toko Di Pusat Pasar Medan”, untuk melengkapi data
yang terkait dengan hal ini penulis melakukan penelitian pada sebuah Perusahaan
Daerah yaitu Perusahan Daerah (PD) Pasar Pusat Pasar Kota Medan yang terletak

di jalan .
B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut ;

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tanggung jawab sewa menyewa kios atau
toko di pasar Pusat Pasar Kota Medan oleh Perusahaan Daerah Pasar (PD

Pasar)?

2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada kios atau toko

Perusahaan Derah Pasar (PD Pasar) terhadap pedagang Pusat Pasar?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang tanggung jawab di pasar Pusat Pasar

yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada kios atau

toko Perusahaan Derah Pasar (PD Pasar) terhadap pedagang Pusat Pasar.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai

berikut :
1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-
hal yang berkaitan denganStatus Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah
Pasar terhadap Kerusakan Kios atau Toko Pedagang di Pusat Pasar Kota
Medanserta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

perdata.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca,
baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis
ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penyelesaian tanggung
jawab Perusahaan Daerah Pasar terhadap kerusakan kios atau toko yang sebagai

upaya perlindungan terhadap kepentingan pedagang di Pusat Pasar.
E. Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya
membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan
masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam
bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada

teori relavan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.®

¥ Sugiono, 2002, metode penelitian admistrasi, Jakarta : Alfabeta, Him 39
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1. Bagaimana aturan hukum terhadap tanggung jawab sewa menyewa kios
atau toko di pasar Pusat Pasar Kota Medan oleh Perusahaan Daerah Pasar
(PD Pasar) adalah pedagang mendapatkan hak-haknya yang sudah dibuat
dalam perjanjian yang dibuat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
10 Tahun 2014 dalam Pasal 46 ayat (1) mengenai tuntutan dan ganti rugi

yang berbunyi:

“Tuntutan pendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan
bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan
Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan,
membayar, dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-
barang, karena tindakan melanggar hokum atau melalaikan tugas dan
wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak
langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah diwajibkan
mengganti kerugian dan mempertanggung jawabkannya”.

2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada kios atau toko
Perusahaan Derah Pasar (PD Pasar) terhadap pedagang Pusat Pasar adalah
Pedagang mempunyai hak untuk mendapatkaan fasilitas dari Perusahaan
Daerah pasar (PD Pasar) contohnya: seperti lampu, pintu dan atap. Jika hal
tersebut terjadi kerusakaan maka Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)
berkewajiban memberikan hak pedagang untuk membenahi kerusakan

tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA 11

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



12

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Tanggung

Jawab Perjanjian, Sewa-Menyewa.
1. Pengertian Perusahaan Daerah

Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) perusahaan adalah keseluruhan
perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan,

dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).
Beberapa sarjana memberikan definisi perusahaan sebagai berikut :

a. Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, deengan cara
memperniagaakan  barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau

mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

b. Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan
tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam

pembukuan.

¢. Rachmadi Usman, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan
di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan),yang dilakukan
secara terus menerus atau tergantung (regelmatig), terang-terang (openlijk),
dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (wints
oogmerk).Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau

badan hukum. Dengan kata lain, perusahaan adalah ekonomi yang berupa
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membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan/atau laba.'

Salah satu jenis perusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan
Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan.Artinya, Perusahaan Daerah adalah perusahaanyang
sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah.Dengan latar belakang pemikiran seperti itu,
saham Perusahaan Daerah dibedakan menjadi saham prioritet hanya bisa dikuasai
oleh daerah, baik Daerah Tingkat I ataupun Daerah Tingkat II. Namun, apabila
modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan satu daerah, maka
modalnya tidak diperlukan berupa saham-saham. Menurut Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 ,,,Perusahaan Daerah adalah Badan

Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Jenis perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perusahaan daerah
pasar yang mana menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan berfungsi sebagai alat
pengembangan ekonomi Daerah dan Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Pasal 1 ayat (6) ,,,Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah suatu
badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pendiriannya diprakarsai oleh Perusahaan Daerah”. Dengan tugas dan fungsi
terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10

Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar sebagai berikut :

'Saliman, Abdul R, 2011,Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus
Cetakan ke-6,Jakarta : Kencana, him 90
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Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok :

a. Membantu dan menunjang kebijaksanan umum Pemerintah Daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan
dan peningkatan sarana dan prasarana pasar.

b. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik.

c. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan,
pemeliharaan, dan pengawasaan.

d. Melaksanakan pengendalian, peman faatan, dan pengembangan operasional
baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang
mempengaruhinya.

e. Membina pedagang pasar.

f. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di
pasar, dan

g. Meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap PAD.

Fungsi Perusahaan Daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat
melalui penyediaan dan peningkatan sarana pasar sesuai dengan tujuan dan

kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
b. Memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD, dan

c. Berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan
program-program pembangunandaerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan

usaha Perusahaan Daerah.

Dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan hukum dengan bunyi
“terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang ini....”,
selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014

menyatakan dengan tegas bahwa Perusahan Daerah Pasar Kota Medan adalah
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Perusahaan dengan bentuk badan hukum. Dinyatakan sebagai badan hukum
berarti segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum
itu sendiri, bukan tanggung jawab pengurusnya maupun tanggungjawab pribadi

pengurusnya.’

Kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dapat dilihat

dalam Pasal 5 ayat 2 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014, yakni :

a. Melaksanakan, menyusun perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan
pengawasan pasar ;

b. Melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
Membina pedagang pasar ;

d. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di
pasar ;

e. Melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha
Perusahaan Daerah dalam arti yang seluas-luasnya ; dan

f. Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat
persetujuan Walikota

Dalam Pasal 1 ayat (9) Pasar adalah area /tempat jual beli barang dengan
jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan
tradisional, mini market, pertokoan/mall, plaza/pusat perdagangan maupun

sebutan lain milik pemerintah daerah yang dikelola Perusahaan Daerah.’
2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah
kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah

? Gatot Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan
Perdata di Pengadilan,Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 135

*Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar
Kota Medan
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suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

kepadanya.*

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi
kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral
dalam melakukan suatu perbuatan.’Selanjutnya menurut Titik Triwulan
pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan
timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa
hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung

jawabannya.’

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua
macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault)yang
dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick
liabiliy).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan

melanggar hukum (fort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

*Hamzah ,Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.
5Notoatmojo ,Soekidjo, 2010,Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.
®Triwulan ,Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta :

Prestasi Pustaka , hlm 48.
"Ibid,HIm 49.
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sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena
kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan
(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang

sudahbercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik
secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya

tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.®

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan
melawan hukum lainya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara sistem

Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian),

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas

sebgaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.’

® Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Him
503.

’Fuady,Munir,2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung :
Citra Adiyta Bakti, Hlm. 3.
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3. Pengertian Perjanjian

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwan hukum di mana
seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu.'®

Dalam praktik isitilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami
secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut
seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (BW)
menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama.

Menurut beberapa pendapat sarjana mengenai perjanjian sebagai berikut :

a. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal.!!

b. KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan
kata sepakat di antara kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh unang-

12
undang.

c. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih”.

' Miru, Ahmadi, 2011, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, Him.2

"""Hernoko,Agus Yudha, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersiai, Jakarta : Kencana,Hlm 13-14.

12 Meliala,A.Qirom, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta
Perkembangannya,Y ogjakarta :Liberty, Hlm 8.
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Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang
perlun dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebagai berikut seperti mana

pendapat sarjana Suryodiningrat :

1. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian pula
tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab apabila

penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan.

2. Perkataan perbuataan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan
akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal perbuatan yang menimbulkan

kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum).

3. Definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata hanya mengenai
persetujuan obligatoir (melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan
tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya perjanjian
liberatoir/membebaskan perjanjian di lapangan hukum keluarga, perjanjian

kebendaan, perjanjian pembuktian).

4. Definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata hanya mengenai
persetujuan sepihak (unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi sedangkan

pihak lainnya, dimana para pihak saling berprestasi."
4. Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam perjanjian terdapat unsure-unsur perjanjian yang dikatagorikan

sebagai berikut:

1) Adanya kaidah unsur hukum

13Suryodiningrat,R.M, 1985,4sas-Asas Hukum Perikatan,Bandung : Tarsito, Him 72-74
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Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan
tidak tertulis.Kaidah hukum tertulis adalah kaidah yang terdapat di dalam
peraturan  perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.Sedangkan
perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbubh,
hidup dalam masyarakat seperti, jual beli emas, jual beli tanah dan lain

sebagainya.

2) Subjek hukum
Istilah dari subjek hukum adalah recthpersoon.Recthpersoon diartikan sebagai
pendukung hak dan kewajiban.Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam
kontrak adalah debitur dan kreditur.Kreditur adalah orang yang berpiutang,
sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3) Adanya prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban
debitur. Suatu prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata terdiri dari
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 14

4) Kata sepakat
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian
salah satunya adalah kata sepakat konseksus.

5) Akibat hukum
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum

yang menimbulkan hak dan kewajiban."

Salim H.S,2004,Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak,Jakarta
:Sinar Grafika, Hlm 3.

SIbid, Him 5
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5. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang
mengikutinya yang harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian
hukum. Didalam perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum

perdata yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para
pihak untuk :
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;
b. Asas konsesualisme (consensualism)
Asas konsesualis dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata.Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.Asas ini
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belak pihak.'®

16Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Jakarta :Sinar
Harapan, Jakarta, hlm. 6.
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c. Asas kepastian hukum (pucta sunt servanda)
Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas pucta sunt servanda
merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.Asas pacta sunst
servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah
undang-undang.Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap subtansi
kontrak yang dibuat para pihak. Asas pucta sunt servanda sebagaimana pada
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

d. Asas itikad baik (good faith)
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas ini
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus
melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang
teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi
menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.Pada itikad
yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata
dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan
keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut
norma-norma objektif.

e. Asas keperibadian (personality)
Asas keperibadian merupakan asas yang menunjukan bahwa seseorang yang
akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan
saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal

1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan :
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“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian
selain untuk dirinya sendiri.” Kemudian pasal 1340 KUHPerdata menyatakan
bahwa “ Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”."”

B. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam babVII Buku III KUH Perdata
yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai
dengan pasal 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya
kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran
suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi

pembayaranya”.

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur
dan dalam bahasa Inggris disebut dengan rent atau hire .Sewa-menyewa merupkan
salah satu perjanjian timbal balik.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa
berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti

: 1
memakai dengan membayar uang sewa. 8

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak
yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan

barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

"Ibid, Hlm 10.
ISWaridah, Ernawati, dan Suzanna, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandung :
Kawan Pustaka Hlm. 833.
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Menurut Wiryono Projodikoro sewa-menyewa barang adalah suatu
penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan
memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh

pemakai kepada pemilik'’.

Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan

bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri
Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang
mempunyai barang.Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang
membutuhkan kenikmatan atas suatu barang.Para pihak dalam perjanjian sewa-
menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau
kepentingan badan hukum tertentu.

b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah
harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak
bergerak.Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas
pemakaian benda sewa.Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa
tidak harus berupa uang tetapi dapat juga mengunakan barang ataupun jasa
(Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan
kepada penyewahanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam
perjanjian.”’

c. Ada kenikmatan yang diserahkan. Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa

dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang

Yahya,M. Harahap, 1982,Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, Hlm 220
2Subekti, 1977,4neka Perjanjian,Bandung : Cipta Aditya Bakti, Hlm. 40
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tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi

berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil, yang berarti
perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara
para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan
harga.Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk
perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara
lisan maupun tertulis.Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktek khususnya
sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis.Para pihak yang
menentukan subtansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling
dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada

dipihak yang lemah.
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa Menyewa
Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah:

a. Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang
menyewakan barang atau benda kepada pihak lainya unuk dinikmati kegunaan
benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak
harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan
untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut
dikarenakan didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa
bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau

pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.
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b. Pihak Penyewa

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang
atau benda dari pihak yang menyewakan.Obyek barang yang dapat disewakan
menurut Hofmann dan De Burger, yang dapat di sewa adalah barang bertubuh
saja, namun ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar
berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat
menjadi obyek sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa, pendapat ini diperkuat
dengan adanya putusan Hoge Raad tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap
kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan (jachtrecht).

Tujuan dari diadakanya perjanjian sewa-menyewa adalah untuk
memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan
bersetatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda
tersebut. Jadi benda yang dapat disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat
berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak mengunakan hasil, hak pakai,
hak sewa (hak sewa kedua) dan hak guna bangunan.

Perjanjian sewa-menyewa menurut Van Brekel, bahwa harga sewa dapat
berwujud barang-barang lain selain uang, namun barag-barang tersebut harus
merupakan barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian sewa-menyewa
akan hilang jika harga sewa dibayar dengan suatu jasa.

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Subekti yang
berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan
apabila harga sewa tersebut berupa uang, barang ataupun jasa.’'Jadi obyek dari
perjanjian sewa-menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak maupun

benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

I 1bid, Hlm 91

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



c. Hak dan Kewajiban Para pihak
Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga

ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian.
Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam pasal 1550 KUH
Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu :

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang

tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteram dari pada barang yang

disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang
disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik.Tentang
pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang
disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) KUH Perdata

yang berbunyi:

“Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-
pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali

pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.”

Pasal 1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat dari barang yang
disewakan.Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat
dari barang yang dapat merinangi pemakaian barang yang disewakan walaupun
sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut.Jika cacat

tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang
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menyewakan diwajibkan untuk menganti kerugian.Pihak yang menyewakan
diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang menggangu
penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang

bersangkutan dengan hak milik atas barangnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1556 dan 1557 KUH Perdata.
Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan
harga sewa menurut imbangan, asalkan ganguan dan rintangan tersebut telah di
beritahukan kepada pemilik.Akan tetapi pihak yang menyewakan tidak
diwajibkan untuk menjamin sipenyewa terhadap rintangan-rintangan dalam
menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa

yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa.

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga
menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat

disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 KUH Perdata, yaitu:

a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam
perjanjian;
b. Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibanya dengan

baik.

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata menentukan bahwa pihak

penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

a. Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan
tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika
tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan

berhubungan dengan keadaan.
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b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali
jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan
karena kesalahan si penyewa.

d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi
perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Pihak penyewa memiliki hak, yaitu menerima barang yang disewa,
memperoleh kenikmatan yang terteram atas barang yang disewanya selama waktu
sewa. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila
pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.

3. Risiko dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh
suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa
barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.**Risiko merupakan suatu akibat
dari suatu keadaan yang memaksa (Overmacht) sedangkan ganti rugi merupakan

akibat dari wanprestasi.

Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu
peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barag /
obyek sewa.Musnahnya barag yang menjadi obyek perjajian sewa-menyewa dapat

dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi oyek perjanjian
sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para

pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah disini

2 1bid, Hlm 92
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berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa
digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdaat sisa atau bagian kecil dari
barang tersebut masih ada.

Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan
jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berangsung yang
diakibatkan oleh suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang
tidak bisa dipertanggung jawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian
sewa-menyewa dengan sendirinya batal.

b. Musnah sebagian Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa
disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan
dinikmati kegunaanya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika
obyek perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai
pilihan, yaitu :

1. Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga
sewa.

2. Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

Mengulang sewakan dan melepas sewa kepada pihak ke tiga
Pihak penyewa dilarang untuk mengulang sewakan obyek sewa kepada pihak
ketiga tapa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik obyek sewa. Mengenai hal

ini diatur di dalam Pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperzinkan, tidak diperbolehka
mengulang sewakan barang, yang disewanya, ataupun melepas sewanya

kepada orang lain, atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan pengantian
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biaya, rugi, dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah
pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa.”
Dari ketentuan yang berlaku dari Pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata
tersebut dapat diketahui bahwa:

a. Mengulang sewakan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukn oleh seorang
penyewa apabila diperbolehkan di dalam perjanjian sewa-menyewa atau
disetujui oleh para pihak.

b. Jika pihak penyewa mengulan sewakan obyek sewa dalam massa sewa maka
pihak yang menyewakan obyek sewa dapat melakukan pembatalan perjanjian
sewa-menyewa dan menuntut ganti rugi. Akibat pembatalan perjanjian sewa-
menyewa tersebut maka perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak

penyewa dengan pihak ketiga juga batal demi hukum.

Pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat diketahui tentang istilah
mengulang sewakan dan melepas sewa.Pada prinsipnya kedua perbuatan tersebut
dilarang dilakukan bagi pihak penyewa.Meskipun demikian perbutan-perbuatan
tersebut boleh dilakukan oleh penyewa jika sebelumnya telah diperjanjiakan

sebelumnya.
Berikut ini perbedaan kedua perbuatan tersebut:

Mengulang sewakan yaitu penyewa bertindak sendiri sebagai pihak yang
menyewakan obyek sewa dalam suatu perjanjian sewa-menyewa yang diadakan

olehnya dengan pihak ketiga.

Melepaskan sewa adalah pihak penyewa mengundurkan diri sebagai

pihak yang menyewa dan menyuruh pihak ketiga untuk mengantikan
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kedudukanya sebagai penyewa sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan sendiri

dengan pihak yang menyewakan obyek sewa.
4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian  berakhir secara umum diatur di dalam undang-
undang.Penentuan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa terkait dengan bentuk
perjanjian.Ketentuan hukum perjanjian sewa-menyewa di dalam KUH Perdata
membedakan antara perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara lisan dan

tertulis. Berikut ini cara-cara berakhirnya perjanjian sewa-menyewa:

a. Berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan
1. Perjanjian sewa-menyewa tertulis
Diatur didaam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi: * jika sewa dibuat
dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu
yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukanya suatu pemberitahuan
untuk itu”.
2. Perjanjian sewa-menyewa lisan
Diatur dalam Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi: “jika sewa tidak
dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang
tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan bahwa ia hendak
menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang
diharuskan menurut kebiasaan setempat.”
b. Batas akhir sewa-menyewa tidak ditentukan waktunya.
Penghentian atau berakhirnya waktu sewa dalam perjanjian sewa-menyewa
seperti ini didasarkan pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-menyewa pada

saat yang dianggap pantas oleh para pihak. Undang-undang tidak mengatur
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berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu, sehingga
penghentianya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak.*

c. Berakhirnya sewa-menyewa dengan ketentuan khusus

a. Permohonan/pernyataan dari salah satu pihak.
Penghentian perjanjian sewa-menyewa hanya dapat dilakukan atas persetujuan
dua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak
penyewa.Penghentian karena kehendak para pihak ini bisa dilakukan tanpa
putusan dari pengadilan. Di atur di dalam Pasal 1579 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa pemilik barang tidak dapat menghentikan sewa dengan
mengatakan bahwa ia akan mengunakan sendiri barangnya, kecuali apabila
waktu membentuk perjanjian sewa-menyewa ini diperbolehkan.

b. Putusan Pengadilan.
Penghentian hubungan sewa-menyewa yang dikehendaki oleh salah satu pihak
saja, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan seperti yang diatur di
dalam pasal 10 ayat (3) PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981
Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahaan.

c. Benda obyek sewa-menyewa musnah.
Pasal 1553 KUH Perdata mengaur apabila benda sewaan musnah sama sekali
bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa
gugur demi hukum. Dengan demikian perjanjian berakhir bukan karena

kehendak para pihak melainkan karena keadaan memaksa (Overmacht).”*

> Yahya,M.Harahap, Op.cit,Hlm 240
24http://paringan .blogspot.com/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html
diakses pada tanggal 25 November 2018 pukul 22.37
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu Penelitian dan Lokasi
1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2018

setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Adapun tabel penelitian adalah sebagai berikut :

Bulan
No Kegiatan November | Desember | Januari Februari Maret Keterangan
2018 2018 2019 2019 2019
1/2|3({4(1(2/3|/4|1(2(3|4|1|2|3(4(1|2|3|4
1 | Seminar Proposal
2 | Perbaikan Proposal
3 | Acc Perbaikan
4 | Penelitian
5 | Penulisan Skripsi
6 | Bimbingan Skripsi
7 | Seminar Hasil
8 | Meja Hijau
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota
Medan M.T Haryono, Pusat Pasar Medan, Sumatera Utara Jalan Pasar Nomor 1-A

Lantai 2 Sentral Pasar.
B. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah empiris yaitu metode penelitian yang
mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti
peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat

juga berupa pendapat para sarjana.1

a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan
mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tangggung Jawab Hukum
Penyewa Terhadap Kerusakan Kios Atau Toko Yang Di Sewa Pedagang Pasar
Pusat Pasar Medan (Penelitian Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota

Medan).

b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku ilmiah, data on /ine, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW) dan Peraturan Daerah Pasar Kota medan

Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Kota Medan.

c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat

berupa kamus hukum, dan biografi.

'https://idtesis.com, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 22.38 wib.
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https://idtesis.com/

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini
adalah deskriptif analisis dari studi kasus Penelitian pada Perusahaan Daerah
Pasar Pusat Pasar Kota Medan. Studi kasus adalah penelitian tentang
Tangggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap Kerusakan Kios Atau Toko Yang
Di Sewa Pedagang Pasar Pusat Pasar Medan yang mengarah pada penelitian
hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada
karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum

)
yang empiris.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan
data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Perusahaan Daerah
Pasar Kota Medan terkhusus di Pusat Pasar Kota Medan mengambil beberapa

data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang — Undang, buku-buku, penelitian
ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan
dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini

mengandung data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk

*Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, Hlm 163
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penelitian. Data primer yaitu berupa perndapat subjek (orang) baik individu

maupun kelompok dan suatu kejadian.

b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang
membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk
skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

komentar-komentar atas putusan hakim.

2. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian
langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke
Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota Medan di Jalan M.T. Haryono

dengan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan
metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan
mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan
judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan
wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara
analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan
sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Pusat

Pasar Medan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan
yuridis dalam “Tangggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap Kerusakan

Kios Atau Toko Di Pusat Pasar Medan (Penelitian Perusahaan Daerah
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Pasar Pusat Pasar Kota Medan)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat

mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelituan dan pembahasan yang telah dilakukan penulis,
maka penulis menyimpulakan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh
penulis sebagai berikut :

1. Aturan hukum terhadap tanggung jawab hukum penyewa terhadap
kerusakan kios atau toko di Pusat Pasar Kota Medan mengacu kepada
peraturan daerah Nomor 31 Tahun 1993 mengenai tempat berjualan serta
dalam Pasal 1584 sampai Pasal 1600 KUHPerdata mengenai sewa
menyewa. Dalam ketentuannya terdapat beberapa peraturan mengenai
aturan sewa-menyewa kios atau stand pada Pusat Pasar Kota Medan.
Perjanjian sewa menyewa pada Perusahan Daerah Kota Medan telah
ditentukan oleh pihak perusahaan yang mana ketentuan tersebut tidak lah
menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian sewa menyewa Kios atau stand
pihak Perusahaan memberikan hak terhadap penyewa kios atau stand yang
mana telah tercantum dalam Pasa 6 ayat (2) Keputusan Walikota Madya
Kepala Daerah Tingkat II Medan Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Madya Daerah Tingkat II Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang
Pemakaian Tempat Berjualan sebagaimana :

“ Setiap pedagang hak sewa dari stand atau kios dan toko yang akan
memasukkan aliran listrik, air ataupun penambahan atau perubahaan

intalasi atau reparasi dan memasang kembali dan lain-lain sebagainya
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harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Direksi Perusahaan daerah
dan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk itu”
Hak sewa pada penyewa dapat dicabut oleh Perusahaan Daerah dapat
dicabut apabila pihakpenyewa tidak membayar kontribusi kepada
Perusahaan Daerah serta tidak melakukan perpanjangan terhadap surat izin
pemakaian tempat berjualan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan
terhadap penyewa berdasarkan ketentuan-ketuan Peraturan Daerah Nomor
31 tahun 1993 Pasal 4 huruf (C), Jo SK. Walikota Nomor
511.2/2222/SK/1993, Jo SK Direksi Nomor 97/1332/PDKM/2003. Sanksi-
sanksi berupa surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III.

2. Peraturan pertanggung jawaban para pihak yang melakukan sewa
menyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa dalam ketentuan
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat
Berjualan. Bila terjadi kerusakan pada Pasar dikarenakan akibat bencana
seperti tawuran, kebakaran, serta bencana alam lainnya yang terjadi maka
akan dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Daerah tetapi jika kerusakan
dan tidak membayar kontribusi serta disediakan tempat penampungan
untuk berjualan sementara, jika kerusakan dilakukan oleh penyewa maka

penyewa berkewajiban memperbaiki kios atau stand yang disewanya
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B. SARAN
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan
beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pembangun yang dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati terhadap permasalahan tanggung
jawab penyewa terhadap kerusakan kios atau toko di Pusat Pasar yaitu:

1. Sebagai pengelola pasar pihak Perusahaan Pasar Daerah Kota Medan
harus selalu berkoordinasi kepada para penyewa kios atau stand. Agar
tidak terajdi penyelewengan hak pakai atau hak sewa yang diberikan
kepada penyewa. Perusahaan Daerah Pasar harus lebih tegas dalam
menyikapi hak sewa atau hak pakai yang diberikan kepada penyewa, agar
tidak terjadi pengalihan yang tidak diketahui oleh pihak Perusahaan
Daerah Pasar. Dalam hal kegiatan sewa menyewa yang diberlakukan oleh
Perusahaan Daerah Pasar seharusnya tidak menganut Klausula Baku sebab
dalam membuat perjanjian sewa menyewa pihak perusahaan terlebih
dahulu membuat aturan sendiri.

2. Pedagang atau Penyewa lahan tempat berjualan di Pusat Pasar harus lebih
giat berkoordinasi kepada pihak penyewa atau pengelola pasar agar hak
dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengelola lebih jelas arah
nya. Dalam hal melakukan pertanggung jawaban pihak penyewa maupun

penyewa harus lebih cermat agar tidak ada yang merasakan kerugian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA 65

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra AdityaBakti

Fuady,Munir,2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,

Bandung : Citra Adiyta Bakti.

Gayo, Ahyar Ari, 2013, Pengelolaan BUMD BerdasarkanPrinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang baik, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Gatot Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan

Perdata di Pengadilan,Jakarta: Rineka Cipta
Hamzah ,Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.

Hernoko,AgusYudha, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam

Kontrak Komersiai, Jakarta : Kencana,

HardijanRusli, 1996, HukumPerjanjian Indonesia dan Common law, Jakarta

:SinarHarapan

H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian-Pengertian Elementer

Hukum Perjanjian Perdata, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Miru,Ahmadi, 2011, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja

Grafindo Persada

Meliala,A.Qirom, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta

Perkembangannya,Y ogjakarta :Liberty

Notoatmojo ,Soekidjo, 2010,Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : RinekaCipta

UNIVERSITAS MEDAN AREA 66

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



Saliman, Abdul R, 2011,Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh

Kasus Cetakan ke-6,Jakarta : Kencana
Suryodiningrat,R.M, 1985,4sas-Asas Hukum Perikatan,Bandung : Tarsito

Salim H.S,2004,Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak,Jakarta

:SinarGrafika

Sutedi,Adrian,2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor  Pelayanan

Publik,Jakarta:Sinar Grafika.
Subekti, 1977,Aneka Perjanjian,Bandung : Cipta Aditya Bakti

Triwulan ,Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien,

Jakarta : Prestasi Pustaka
Yahya,M. Harahap, 1982,Segi-Segi HukumPerjanjian, Bandung : Alumni
Wasis, 1997, Pengantar Ekonomi Perusahaan,Bandung : Alumni

Waridah,Ernawati,dan Suzanna,2014,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandung :

Kawan Pustaka
B. PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgelijkWetboek)

Peraturan Daerah Kodati I Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian

Tempat Berjualan

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981 Tentang

Hubungan Sewa Menyewa Perumahaan
Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah

Pasar Kota Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA 67

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



Jo SK. Walikota Nomor 511.2/2222/SK/1993, Jo SK Direksi Nomor

97/1332/PDKM/2003

C. Web Site

http ://pemkomedan.go.id/hal-perusahaan-daerah-pasar.com
http://paringan.blogspot.com/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa

D. Sumber Lain-Lain

Luh Ayu Nadira Saraswati danNyoman Satyayudha Dananjaya, tanpa tahun,
Tanggung Jawab Mall Yang Mengadakan Renovasi Bangunan Terhadap
Penyewa (Tenant) Berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa, Universitas

Udayana

Mohammad Ervi Eridianto. 1993.Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan Pasar
Daerah(Studi Kasus di Pasar Keputran Utara Surabaya).Skripsi.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Sadly Bakry, 2016,Skripsi, Status Hukum Penyedia Lapak Di Pasar Tradisional,

Fakultas Hukum:UNIVERSITAS HASANUDDIN

Wawancara Kepala Pasar Pusat Pasar Kota Medan Bapak Idham Saudi Siregar

UNIVERSITAS MEDAN AREA 68

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019


http://paringan.blogspot.com/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



1. PERATURAN DAERAH KODATI II MEDAN .

NO. i 31 TAHUN 1993

TENTANG

PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

i

2. KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KDH TK II MEDAN
NO. : 188.342/B34/5K/1994
TENTANG
Felaksanaan Perda Kodati II Medan
No. : 31 Tahun 1993
TENTANG

FPemakaian Tempat Rerjualan

" AN . N
3. KEPUTUSAN WALIKDTAMADYA KDH TK II MEDAN
No. @ 511.2/2222/8K/1993

TENTANG .

Penentuan Klasifikasi dan

Besarnya Tarif Kontribusi

!
4. PERATURAN DAERAH KODATI II MEDAN
No. : 15 Tahun 1992
TENTANG -
f{ Pembentukan Ferusahaan Daerah Fasar-
b

Kotamadya Daerah Tk II Medan

5. KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KDH TK II MEDAN
Noe. : 539/918/5K/1993
TENTANG
Susunan Organisasi dan Tata.kbrja Perusahaan

Daerah Pasar Katamadya Daerah Tk II Medan

/ERSITAS MEDAN AREA

a Dilindungi Undang-Undang

‘mengutip sebagian ataur seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
hanya untuk kepensingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya iimiah.
emperbanva Sepaalan . aia g 0 aka icinid m.bhen nanko nona-izi

6/28/2019




UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019



	158400006_File1
	158400006_File2
	158400006_File3
	158400006_File4
	158400006_File5
	158400006_File6
	158400006_File7
	158400006_File8



